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BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang :

—\

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 1cntang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumecentasi di lingkungan Kementerian
Dalam Ncgeri dan Pemerintahan Daerah  disebutkan
bahwa (ata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi  Pemerintahan Daerah  diatur dalam
Peraturan Bupatt;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Luwu Utara. -

. fjndang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);

. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang
Nomor 32 Tahun 2004 1tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



L

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elcktronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taliun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 ),

. Undang -~ Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

" Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

12.

11.

12.

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tszhun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Felayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negara Nomor 1);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 649, Tambahan Berita Negara Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan
Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu



Utara Tahun 200& Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Bupati adalah Bupati Luwu Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara,

Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan dan Kantor
serta BUMD.

Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah Bagian Hukum
dan Perundang-undangan Sckretariat Dacrah Kabupaten Luwu
Utara. -

Badan Usaha Milik Daerab yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha milik Pemerintah Dacrah Kabupaten Luwu
Utara.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan/atau dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun nonelektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan
pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi
publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat
dan/atau diterima dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik
tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam
bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legisiatif, yudikatif, dan
badan lain yang [ungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri. '

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID  adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung
pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung
pejabat yang bersangkutan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Petugas Informasi adalah pejabat yang membantu PPID dalam
melayani Pemohon Informasi.



20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah
penguasaan pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak diakses oleh
pemohon informasi publik sebagaimana. dimaksud undang-undang
tentang keterbukaan informasi publik.

Pengklasifikasian informasi publik adalah penetapan informasi
sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang
tentang keterbukaan in{ormast publik.

Pengujian konsckuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi yang dibcrikan kepada masyarakat
dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup
informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya.

Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu
informasi yang dikcecualikan tidak dapal diakses oleh pemohon
informasi publik.

Meja informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta
berbagai sarana dan [asilitas penyelenggaraan pelayanan informasi
lainnya yang bertujuan memudahkan memperoleh informasi publik.

Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah
penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.

Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang
atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang
dibutuhkan. '

Pengelolaan dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan,
pemeliharaan penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.

Akuntabilitas adalah pervujudan kewajiban setiap badan publik
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara
periodik.



BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup tata kerja pejabat pengelola pelayanan informasi
dan dokumentasi ini  meliputi penyediaan, pengumpulan,
pengklasifikasian, pendokumentasian dan pelayanan di lingkungan
Pemerintah Daerah dan BUMD.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

Prinsip - prinsip dalam memberikan pelayanan informasi publik,

meliputi :

a. mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam
pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat
waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan
mudah diakses; '

b. transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik
harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;

c. akuntabel, yaitu sctiap " kegitatan dalam pemberian pelayanan
informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan

d. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan
informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak
dan kewajiban.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 4

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, terdiri dari :
a. Bupati sebagai Pengarah ;
b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua ;
c. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Sekretaris ;
d. Anggota, terdiri dari :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ;
2. Para Pimpinan SKPD ;
3. Para Stal Ahli Bupati ; dan
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang — undangan.



Pasal 5
(1) PPID terdiri atas PPID Utama dan PPID Pembantu.
(2) Struktur Organisasi PPID adalah sebagai berikut :
a. PPID Utama adalah Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra;
b. Atasan PPID Utama adalah Sekretaris Daei1ah;

c. PPID Pembantu adalah Sekretaris Dinas / Badan / Kantor /
Kecamatan / Kelurahan / Desa / dan BUMD;

d. Atasan langsung PPID Pembantu adalah Kepala Dinas / Badan /
Kantor / Camat / Lurah / Desa / Direktur BUMD; dan

(3) Bagan Struktur Organisasi PPID Utama dan PPID Pembantu
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Pcraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tim Pertimbangan Peclayanan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, mempunyai tugas :

a. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan
untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

b. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan tanggapan atas
keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

Pasal 7

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi pengambilan keputusan
terhadap keberatan yang diajukan oleh Peinohon Informasi.

BABV
KEDUDUKAN PPID

Pasal 8

(1) PPID pada Pemerintah Daerah merupakan pejabat struktural yang
ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan
pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) PPID pada BUMD merupakan pecjabat yang melaksanakan tugas pokok
dan fungsi bidang pengelolaan informasi dan dokumen serta
pelaksanaan pelayanan informasi publik.



Pasal 9

(1) PPID Utama dan PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati. .

(2) PPID pada BUMD ditetapkan dengan Keputusan Direktur BUMD
masing - masing.

Pasal 10
PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan
pelayanan informasi dan dokumentasi publik disediakan meja
informasi utama yang berada di Bagian Humas dan Protokol

Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan meja informasi
pembantu pada setiap SKPD/BUMD/Kelurahan/Desa.

BAB VI
TUGAS PPID

Pasal 11

PPID mempunyai tugas antara lain :

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan
informasi dan dokumentasi yang meliputi :

1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. informasi yang wajib lersedia setiap saat;

3. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi
Publik.

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi
pelayanan informasi kepada publik;

c. melakukan veriflikasi bahan informasi publik;
d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat.

Pasal 12

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas

untuk mengkoordinasikan :

a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif
dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;



b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang

sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan
penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh masyarakat.

Pasal 13

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas :

a.

b.

memenuhi permohonan Informasi yang dapat diakses oleh publik;

melakukan pengujian tentang konsckuensi yang timbul sebelum
mcenyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara
jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang

dikecualikan beserta alasannya;
mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas

informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi
Publik.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PPID

Pasal 14

PPID mempunyai tanggung jawab, sebagai berikut :

a.

mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh
Informasi Publik;

. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi

Publik di bawah penguasaan masing-masing yang dapat diakses oleh
publik;

menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada
masyarakat dan/atau Pemohon Informasi Publik;

. menjamin keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat

dan/atau Pemohon Informasi Publik.

BAB VIII
WEWENANG PPID

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang :

a.

menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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b. meminta dan memperolch informasi dari unit
kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

c. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya
diakses oleh publik.

BAB IX
PETUGAS INFORMASI

Pasal 16

SKPD/BUMD dapat mecnunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung
jawab dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan
anggaran.

Pasal 17

Petugas Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai
tanggung jawab :

a. menyiapkan formulir permohonan informasi;

b. menerima permohonan informasi;

c. melakukan verifikasi data Pemohon Iniormasi;

d. melakukan verilikasi informasi yang diminta;

e. registrasi pencatatan permintaan permintaan informasi dalam buku
besar setelah selesai verifikasi;

f. memproses lebih lanjut ke PPID;

g. melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi yang
disampaikan ke Pemohon Informasi;

h. mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan
informasi setiap bulan setiap akhir tahun;

i. apabila mencrima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib

meneruskan kepada PPID.

BAB X
TATA KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 18

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang pelayanan informasi
publik, Atasan PPID, PPID, dan Pctugas Informasi wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
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masing-masing, antar SKPD maupun dengan badan publik lainnya
dengan alur kerja sebagai berikut :

a.

pemohon informasi mengajukan permohonan informasi baik secara
tertulis maupun tidak tertulis kepada PPID;

PPID melalui front desk (sekretariat PPID) mencatat/meregistrasi
permohonan yang diajukan oleh pemohon dan pemohon informasi
mengisi Form yang sudah disediakan oleh PPID untulk selanjutnya
diberikan nomor registrasi;

Bidang Pengelolaan informasi memlfilterisasi permohonan yang
digjukan oleh pemohon informasi untuk ditindaklanjuti (informasi
yang dikecualikan atau yang harus disediakan);

Bidang Dokumentasi dan Arsip akan menyiapkan materi jawaban
/dokumen yang diminta pemochon informasi jika informasi tersebut
bukan termnasuk informasi dikecualikan sedangkan jika informasi
tersebut merupakan informasi dikecualikan maka akan meyiapkan
bahan atau materi tentang penolakan (keputusan pengecualian dan
penolakan informasi serta data konsekuensi yang akan timbul apabila
informasi dibuka);

Bidang Pelayanan Informasi menyusun materi jawaban permohonan
termasuk informasi dikccualikan;

Meja Informasi akan menyampaikan jawaban permohonan secara
tertulis kepada pemohon atas jawaban disertai dokumen (informasi
publik) dan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (entang Penolakan Permohonan Informasi Publik
{inlformasi dikecualikan);

Apabila Pemohon menganggap informasi yang diperoleh tidak sesuai
dengan yang diharapkan, maka pemohon dapat mengajukan
keberatan kepada atasan PPID schingga terjadi sengketa informasi.

Dalam hal terjadi sengketa informasi Bidang Pengaduan dan
Penyelesaian  Sengketa  melakukan upaya untuk menyelesaikan
sengketa;

Jika informasi yang disumpaikan oleh Mecja Informasi dianggap sudah
scsuai dengan apa yang diharapkan oleh pemohon, maka pelayanan
informasi selesai,

Apabila penyelesaian senglketa yang dilakukan oleh Bidang Pengaduan
dan Penyelesaian Sengketa dianggap belum cukup memuaskan maka
dimintakan mediasi ke Komisi Informasi Provinsi;

Dalam setiap menjalankan tugasnya Meja Informasi dan bidang-
bidang dalam struktur PPID melakukan koordinasi dan konfirmasi
sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.



Pasal 19

(1) Pelayanan Informasi dilakukan berdasarkan pengelomnokkan yaitu
informasi yang bersifat publik dan vang dikecualikan.

(2) Informasi yang bersifat publik disediakan dan diumumkan secara
berkala, serta merta dan tersedia setiap saat.

(3) Pelayanan informasi yang bersifat publik diumumkan melalui berbagai
bentuk dar media.

(4) Pelayanan Informasi yang dikecualikan tidak diberikan ataupun
diumumkan.

Pasal 20

Alur Pelayanan atas informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 sebagai berikut :

a. pelayanan informasi yang tersedia seliap saat dilaksanakan atas
permintaan sccara tertulis dengan cara sebagai berikut :

1. pemohon informasi mengajukan permwohonan secara tertulis kepada
PPID;

2. PPID meclalui Meja Informasi menerima permohonan;

3. Meja Informasi meclakukan registrasi (pencatatan) permohonan
informasi dan pemohon informasi melakukan pengisian registrasi
sesuai dengan format yang telah disediakan oleh PPID yang terdiri
dari :

a) nomor Formulir Permohonan Informasi;

b) nama Pemohon Informasi;

¢) alamat Pemohon Informasi ( fotocopy KTP);

d) nomor Telepon/HP/E-mail,

e) tujuan dari penggunaan informasi;

[) cara memperoleh informasi;

g) cara mendapatkan salinan informasi;

h) tempat dan tanggal permohonan informasi diterima;

i) nama dan tanda tangan petugas pelayanan informasi (cap
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara);

j) nama dan Tanda tangan pemohon informasi

4. pemberian tanda bukti (nomor permohonan) kepada pemohon
informasi;

5. format permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3
tercantum dalam lampiran 1l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

b. Alur pelayanan informasi yang tersedia setiap saat atas permohcnan
informasi secara tidak tertulis dengan cara sebagai berikut :
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1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan kepada PPID;
2. PPID menerima permohonan informasi;

3. PPID melalui Mc¢ja Informasi melakukan registrasi (pencatatan)
permohonan  informasi  dan  pemohon  informasi melakukan
pengisian registrasi sesuai dengan format yang telah disediakan
olch PPID yang terdiri dari :

a) nomor Formulir Pcrmohonan Informasi;

b) nama Pemohon Inlormasi;

c) alamat Pemohon Informasi (fotocopy KTP);

d) nomor Telepon/HP/E-mail;

e) tujuan dari penggunaan informasi;

[) cara memperoleh informasi;

g) cara mendapatkan salinan informasi;

h) tempat dan tanggal permohonan informasi diterima;

i)nama dan tanda tangan petugas pelayanan informasi (cap
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara );

j- nama dan tanda tangan pemohon informasi.

4. petugas Meja Informasi wajib melakukan konfirmasi kepada
pemohon - informasi mengenai kebenaran data pcmohon dan
pengguna informasi;

5. apabila pada saat konfirmasi dilakukan ditemukan ketidaksesuaian
data pemohon dan pengguna maka petugas pelayanan informasi
berhak untuk tidak melayani permohonan informasi;

6. paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan
diterima oleh kantor PPID, maka PPID wajib menanggapi
permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis yang meliputi
permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak dan
perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau
ditolak; '

7. paling lJama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan
diterima oleh kantor PPID, maka PPID wajib menanggapi
permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis yang meliputi
permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak dan
perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau
ditolak;

8. jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan, PPID harus
memberitahukan sccara tertulis apakah permintaan informasi dapat
dipenuhi atau tidak;

9. jika permintaan informasi diterima, maka dalam surat
pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan,
format informasi, apakah soft copy atau data tertulis, biaya yang
dibutuhkan;
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10. format pemberitahuan tertulis sebagdimana dimaksud pada angka 3

11.

12.

tercantum dalam lampiran [II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

bila  permintaan informasi ditolak, maka dalam surat
pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan;

format penolakan permohonan informasi sebagaimana dimaksud
pada angka 11 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

13.jika permintaan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan

14.

keberatan kepada Sckretaris Daerah, Komisi Informasi Sulawesi
Selatan (selama Komisi Informasi Kabupaten Luwu Utara belum
terbentuk), Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung
sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa; dan

format penolakan permohonan informasi sebagaimana dimaksud

pada angka 13 tercantum dalam lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Sekretaris Daerah selaku  atasan PPID Utama, dan Kepala
SKPD/Lurah/Kepala Desa selaku atasan langsung PPID Pembantu
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
pelaksanaan tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 22

Tata kerja pelayanan informasi meliputi 4 (empat) Bidang yaitu :
a. Bidang Pengelolaan Inflormasi Publik;

b. Bidang Dokumentasi dan Arsip;

c. Bidang Pelayanan Informasi Publik; dan

d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

Pasal 23

Uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 meliputi :

a. tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi :

1.

tugas Bidang Pengelolaan Informasi yaitu mengolah dan memberi
pelayanan konsullasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;

fungsi Bidang Pengelolaan Informasi yaitu :
a) pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengelolaan
Informasi;
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b) pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
¢) inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; dan

d) penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam
rangka memenuhi permohonan informasi.

b. tugas dan fungsi Bidang Dokumentasi dan Arsip :

1.tugas Bidang Dokumentasi dan Arsip yaitu menyimpan,

1.

L.

mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan
pelayanan informasi kepada publik;

. fungsi Bidang Dokumentast dan Arsip yaitu :

a) pelaksanaan perencanaan program di Bidang Dokumentasi dan
Arsip;

b) penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan
publik; dan

c¢) Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi
publik.

tugas dan fungsi Bidang Pclayanan Informasi :

tugas Bidang Pelayanan Informasi yaitu menyediakan dan/atau
memberikan pelayanan informasi kepada publik;

. Fungsi Bidang Pelayanan Informasi yaitu :

a) Pelaksanaan percncanaan program peclayanan informasi;

b) Pelaksanaan pclayanan informasi dan dokumentasi; dan

¢) Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan
informasi publik.

Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :

tugas Bidang Penyclesaian Sengketa [nformasi melaksanakan
advokasi penyclesaian sengketa informasi publik;

. Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :

a) pelaksanaan perencanaan program bidang penyelesaian
sengketa informasi;

b) pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian
sengketa informasi;

c} pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas
pengaduan atau sengketa informasi; dan

d) pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.
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Pasal 24

Advokasi pengaduan dan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi
publik dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-
undangan selaku anggota dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
dengan melakukan koordinasi dengan Ketua Tim dan menyampaikan
kepada Pengarah Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

BAB XI

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 25

(1) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau
diterima, yang berkaitan dengan  kegiatan  penyelenggaraan
pemerintahan di Daerah.

(2) Informasi publik di lingkungan BUMD merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang
berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan BUMD di Daerah.

Pasal 26

Informast publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285,
diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok :

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

informasi yang dikecualikan. ‘

poop

BAB XII1
IINFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

SECARA BERKALA

Pasal 27

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,

meliputi :

a. informasi tentang profil Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD yang
meliputi : '

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan
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fungsi Pemecrintah Daerah/SKPD/BUMD beserta unit-unit
kerja di bawahnya;

2. Struktur organisasi, gambaran umum.

b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

di jalankan dalam lingkup SKPD/BUMD, terdiri dari :

1. nama program dan kegiatan;

2. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan;

3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

S5.anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas SKPD/BUMD;
7.informasi tentang penerimaan calon pegawai;

. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup SKPD/BUMD;
. ringkasan laporan keuangan;

. ringkasan laporan akses Informasi Publik, terdiri dari :

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima,;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang
ditolak; dan

4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik.

informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD, terdiri dari :

1. daftar rancanéan peraturan perundang-undangan daerah, yang
sedang dalam proses pembuatan; dan

2. daftar Peraturan Perundang-undangan, yang telah diundangkan.

informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik,
serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa
Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang
dapat dihubungi;

. informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan;

informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan/atau jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Pengumuman sccara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan paling scdikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
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BAB XIII

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMEKAN SECARA SERTA MERTA

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 28

Pemerintah Daerah/BUMD wajib mengumumkan secara serta
merta, suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum antara lain :

a.informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran
hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik,
wabah dan kejadian luar biasa;

b.informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan
industri atau teknologi, dampak industri, dan pencemaran
lingkungan;

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

d.informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi
sumber penyakit yang berpotensi menular;

e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi
oleh masyarakat; atau

f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan
dipahami oleh masyaralkat.

Pasal 29

Pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja dari
Pemerintah Daerah/BUMD  yang  kegiatannya  berpotensi
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), wajib memiliki
standar pengumuman informasi.

Standar pengumuman informast schagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit meliputi :

a. potcnsi  bahaya dan/atau besaran dampak vyang dapat
ditimbulkan;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat
umum maupun pegawai SKPD/BUMD yang menerima izin atau
perjanjian kerja dari SKPD/BUMD tersebut;
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. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;

.tata cara pengumuinan informasi apabila keadaan darurat

terjadi;

. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

. upaya-upaya yang dilakukan oleh SKPD/BUMD dan/atau pihak-

pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau
dampak yang ditimbulkan.

BAB X1V

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Pasal 30

(1) Setiap SKPD/BUMD wajib menyediakan Informasi Publik setiap
saat, kecuali yang dapat ditolak sebagaimana yang telah ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a.

Daftar Informasi Publik, yang memuat -

. nOMOor;

. ringkasan isi informast;

. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
. waktu dan tempat pembuatan informasi;

. bentuk informasi yang tersedia; dan

. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

NOUTh WO —

informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD;

scluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;

informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan
keuangan;

surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnya;

surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah
Daerah/SKPD/BUMD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya;
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g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan
tentang ketaatan pelaksanaan izin yang diberikan;

h. data perbendaharaan atau inventaris;

i. rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah
Dacrah/SKPD/BUMD;

j. agenda kerja pimpinan Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD;

k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik
yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang
menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya,
anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

1. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
ditemukan dalam  pengawasan internal  serta laporan
penindakannya;

m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
dilaporkan oleh masvarakat serta laporan penindakannya;
Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

n. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31, bagi penerima izin dan/atau penerima
perjanjian kerja; dan

o. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum.

BAB XV

INFORMAS] YANG DIKECUALIKAN

Pasal 31
(1) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan
kepentingan umum.

(3) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan
kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa
menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebth
besar daripada membukanya atau secbaliknya.
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(4) Mekanismec uji konsckuensi untuk menetapkan jenis Informasi yang

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

dikecualikan diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional

Pelayanan;

Pasal 32

Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID
Pemerintah Daerah/BUMD berdasarkan Pengujian Konsekuensi
secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik
tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan Bupati/Direktur BUMD
yang bersangkutan.

Pasal 33

Pengklasifikasian [nformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32, ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memuat :

a. jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;

b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;

c. SKPD/BUMD, termasuk unit kerja pejabat yang
menetapkan;

d. jangka waktu pengecualian;

alasan pengecualian; dan

tempat dan tanggal penetapan.

ey

Pasal 34

PPID atas persetujuan Bupati /Direktur BUMD yang bersangkutan
dapat mengubah klasifikasi informasi yang dikecualikan.

Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan berdasarkan
Pengujian Konsekuensi.
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BAB XVI
JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN

Pasal 35

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30
(tiga puluh) tahun.

(2) Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan:jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang
pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 36

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan
selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan
pertahanan dan keamanan negara.

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohonn Informmasi Publik dapat
mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka
waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam
Indonesia.

(3) Jangka Waktu Pengecuaiian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang
dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.

(4) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka
waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan
hubungan luar negeri.
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(5) Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4}, ditetapkan
oleh Bupati/Direktur BUMD yang bersangkutan.

Pasal 38

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila
dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka
waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
seseorang.

(3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dapat dibuka jika :
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan
tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-
jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Jangka Waktu Pengccualian memorandum atau surat-surat
antar/intra Pcmerintah  Daerah/BUMD/Satuan Pendidikan yang
berkaitan dengan informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu
pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh
pemohon informasi publik dengan penetapan dari PPID.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu
pengecualian.

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2, tidak
dilakukan, Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik
pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.
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BAB XVII

TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 41

PPID mengklasifikasikan Informasi Publik sectelah melaksanakan

pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimmaksud dalam

Pasal 35 ayat (1), serta setelah mempertimbangkan bahwa dibuka

atau ditutupnya Informasi Publik dapat :

a. memastikan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara
efektif dalam pembuatan keputusan yang memiliki dampak
serius pada publik;

b. memastikan agar masyarakat mendapat informasi mengenai
kemungkinan bahaya bagi keschatan dan keselamatannya serta
upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;

c. memastikan agar pihak yang berwenang bertindak secara adil
terhadap masyarakat;

d. memastikan agar masyarakat tidak mengalami kerugian akibat
penyalahgunaan wewenang;

e. memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat
dapat diketahui oleh publik; dan/atau

f. memastikan akuntabilitas Pemerintah Daerah/BUMD.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan
secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis
atas permohonan Informasi Publik.

Pasal 42

PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi
yang dikecualikan dalam suatu salinan Informasi Publik yang akan
diberikan kepada publik.

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi
dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk
mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan
Informasi Publik.

Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi,
PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing
hal yang dthitamkan atau dikaburkan.
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BAB XVIII
TATA CARA PELAYANAN KEBERATAN
Pasal 43

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan apabila
ditemukannya alasan sebagai berikut : '

a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;
b. tidak disediakannya infcrmasi berkala;
c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana
yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan
hukum.

BAB XIX

REGISTRASI KEBERATAN

Pasal 44

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir
keberatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah/BUMD
bersangkutan.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak
tertulis, PPID wajib membantu Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk
mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor
registrasi pengajuan keberatan.

Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat :

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
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b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemochon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan;

e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan bila ada;

f. alasan pengajuan keberatan,;
g. kasus posisi permohonan Informasi Publik;

h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh
petugas;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan; dan

j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan

keberatan.

PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima
pengajuan keberatan.

Format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
berlaku pula dalam hal Badan Publik menyediakan sarana
pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 45

PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register
keberatan.

Register  keberatan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat. :

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau
kuasanya yang mengajukan keberatan;

d. Informasi Publik yang diminta;
e. tujuan penggunaan informasi,

f. alasan pengajuan keberatan;
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g. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh
petugas;

h. nama dan posisi Atasan PPID;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan;

J- nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan
keberatan;

k. keputusan atas kcberatan; dan

I. keputusan pemohon Informasi Publik atas keputusan Atasan
PPID.

BAB XX

TANGGAPAN DAN KEBERATAN

Pasal 46

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan
tertulis yang disampaikan kcpada pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang mencrima kuasa paling
lambat 30 (tiga puluh) bari scjak dicatainya pengajuan keberatan
terscbut dalam buku register keberatan.

Keputusan tertulis scbagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit memuat :

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. Nomor surat langgapan atas keberatan;

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang
diajukan; i

d. Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian
atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan
diterima; dan

e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada
huruf (d).

PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pada saat ditetapkannya keputusan
tertulis tersebut.
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Pasal 47

Pemohon Informasi Publik yang mcngajukan keberatan atau pihak yang
menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID
dapat mengajukan permohonan penyclesaian sengketa Informasi Publik
kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya keputusan atasan PPID.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

BAB XXI
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pasal 48
PPID menyiapkan hahan-bahan terkait sengketa informasi.
Bagian Hukum mempersiapkan kajian dan pertimbangan hukum.
Pada szat scngketa mformasi berlanjut ke Komisi Informasi,
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, maka Bagian
Hukum melakukan pendampingan hukum untuk menyelesaikan
sengketa informasi.
Hasil keputusan sengketa informasi di tingkat Komisi Informasi,
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung disampaikan
oleh Bagian hukum kcpada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

untuk ditindaklanjuti oleh PPID sesuai peruntukannya.

Hasil tindak lanjut keputusan sengketa infonﬁasi didokumentasikan
secara baik.

Pasal 49

Perhitungan waktu penyelesaian sengketa informasi dimulai sejak surat
permohonan diterima oleh PPID. :

BAB XXII

PELAPORAN

Pasal 50

Setiap Tahun PPID wajib melaporkan:

a.

jumlah permintaan informasi yang diterima;
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b. waktu yang diperlukan dalamn memcenuhi setiap permintaan
informasi;

c. jumlah pemberian dan penolakan informasi; dan/atau

d. alasan pcnolakan permintaan informasi.

Pasal 51

(1} PPID pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Direktur BUMD wajib menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50, kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
Pasal 52
"\ Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350,
‘ sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu} tahun.
BAB XXII
PENDANAAN
Pasal 53

(1) Biaya operasiona! pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

(2} Biaya operasional sehagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur
’. lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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BAB XXIII

PENUTUP

Pasal 54
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
PARAF KOORD&ASI pada tanggal 15 ATR13013

SEKDA BUPATI LUWU UTARA?[
ASISTEN f .

:
KABAG HUKUM _
KASUBAG g (airg sungor {

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 15 , »R1L 2013

SE ARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

1

UDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR .13.
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMKAB LUWU UTARA

TIM
ATASAN PPID PERTIMBANGAN
PELAYANAN
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PUBLIK

PPID UTAMA

Bidang Bidang Bidang Bidang Pengaduan
Pengelolaan Dokumentasi Pelayanan dan Penyelesaian
Informasi dan Arsip Informasi Sengketa Informasi
Publik

Pendokumentasian I'ront Desk/ Pengaduan dan
dan Pengarsipan Meia Informasi Penyelesaian
Sengketa Informasi

Pengumpulan
Publikasi
Informasi dan
Dokumentasi

PPID PEMBANTU
Sekretaris SKPD/Badan/Kantor di lingkungan
Pemerintaih Kabupaten Luwu Utara
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BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa berdasarkan kelentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 ientang Pedoman  Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemcrintahan Daerah discbutkan
bahwa tata kerja Pgjabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintahan Daerah  diatur dalam
Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupau tentang tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Luwu Utara.

. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);

. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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12.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 );

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201C Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

Peraturan Komisi Informast Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonssia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negara Nomor 1);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesalan Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik {ndonesia Tahun 2013
Nomor 649, Tambahan Berita Negara Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sckretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara dan
Sckretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu



Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTAS! DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 19485.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Bupati adalah Bupati Luwu Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Satuan Perangkat Kerja Dacrah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan dan Kantor
serta BUMD.

Bagian Hukum dan Perundang—undangan adalah Bagian Hukum
dan Perundang-undangan Sckretariat Daerah Kabupaten Luwu
Utara.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Utara.

Informasi adalah ketlcrangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan/atau dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun nonelektronik.

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan
pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi
publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat
dan/atau diterima dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik
tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam
bentuk apapun yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar.

Badan Publik adalah lembaga eksekut'if,'legislatif, yudikatif, dan
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara, yang seba{gian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

Pejabal Pengelola [nformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PPID  adalah pcjabat yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung
pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung
pejabat yang bersangkutan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Petugas Informasi adalah pejabat yang membantu PPID dalam
melayani Pemohon Informasi.
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20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah
penguasaan pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak diakses oleh
pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud undang-undang
tentang keterbukaan informasi publik,

Pengklasifikasian informasi publik adalah penetapan informasi
sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang
tentang keterbukaan informasi publik.

Pengujian konsckuensi adalah pengujian tentang konsckuensi yang
timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat
dengan mempertimbangkan secara scksama bahwa menutup
informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya.

Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu
informasi yang dikecualikan (idak dapat diakses oleh pemohon
informasi publik.

Meja informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta
berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi
lainnya yang bertujuan memudahkan memperoleh informasi publik.

Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah
penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.,

Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang
atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang
dibutuhkan.

Pengelolaan dokumen adalah proses penerimaan, penyusunar,
pemeliharaan penggunaan dan penyajian dokumen secara sisternatis.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban setiap badan publik
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaarn sumberdaya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara
periodik.



BAB 11
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup tata kcrja pejabat pengelola pelayanan informasi
dan dokumentasi int mecliputi penyediaan, pengumpulan,
pengklasifikasian, pendokumentasian dan pélayanan di lingkungan
Pemerintah Dacrah dan BUMD. )

BAB Il
PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

Prinsip - prinsip dalam memberikan pelayanan informasi publik,

meliputi :

a. mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam
pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat
waktu, disagjikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan
mudah diakses;

b. transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik
harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;

c. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan
informasi publik harus dapal dipertanggungjawabkan; dan

d. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan
informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak
dan kewajiban.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 4

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, terdiri dari :
a. Bupati sebagai Pengarah ;
b. Sekretaris Daerah schagai Ketua ;
c. Asisten Pemerintahan dan Kesra sebagai Sekretaris ;
d. Anggota, terdiri dari :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan ;
2. Para Pimpinan SKPD ;
3. Para Staf Ahli Bupati ; dan
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang — undangan.
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Pasal 5
(1) PPID terdiri atas PPID Utama dan PPID Pembantu.
(2) Struktur Organisasi PPID adalah sebagai berikut :
a. PPID Utama adalah Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra;
b. Atasan PPID Utama adalah Sekretaris Daerah;

c. PPID Pembantu adalah Sekretaris Dinas / Badan / Kantor /
Kecamatan / Kelurahan / Desa / dan BUMD;

d. Atasan langsung PPID Pembantu adalah Kepala Dinas / Badan /
Kantor / Camat / Lurah / Desa / Direktur BUMD; dan

(3) Bagan Struktur Organisasi PPID Utama dan PPID Pembantu
sebagaimana tercantum dalam lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, mempunyai tugas :

a. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan
untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

b. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan tanggapan atas
keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

Pasal 7

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi pengambilan keputusan
terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.

- BABV
KEDUDUKAN PPID

Pasal 8

(1) PPID pada Pemerintah Dacrah merupakan pejabat struktural yang
ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan
pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) PPID pada BUMD merupakan pejabat yang melaksanakan tugas pokok
dan fungsi bidang pengelolaan informasi dan dokumen serta
pelaksanaan pelayanan informasi publik.
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Pasal 9

(1) PPID Utama dan PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(2) PPID pada BUMD ditetapkan dengan Keputusan Direktur BUMD
masing - masing.

Pasal 10

PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan
pelayanan informasi dan dokumentasi publik disediakan meja
informasi utama yang berada di Bagian Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan meja informasi
pembantu pada setiap SKPD/BUMD/Kelurahan/Desa.

BAB VI
TUGAS PPID

Pasal 11

PPID mempunyai tugas antara lain :

a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan
informasi dan dokumentasi yang meliputi :

1. informasi yang wajib discdiakan dan diumumkan secara berkala;
2. informasi yang\wajib tersedia setiap saat;

3. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi
Publik.

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi
pelayanan informasi kepada publik;

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
d. melakukan uji konsekuensi atas infermasi yang dikecualikan;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat.

Pasal 12

Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas

untuk mengkoordinasikan :

a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif
dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;



b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang

sederhana dan mudah dipahami serta mempertimbangkan
penggunaan bahasa lokal yang dipakai oleh masyarakat.

Pasal 13

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas :

memenuhi permohonan Informasi yang dapat diakses oleh publik;

melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum
menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara
jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;

menghitamkan atau  mengaburkan  Informasi  Publik  yang
dikecualikan beserta alasannya;

mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas

informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi
Publik.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PPID

Pasal 14

PPID mempunyai tanggung jawab, sebagai berikut :

a.

mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh
Informasi Publik;

mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi
Publik di bawah penguasaan masing-masing yang dapat diakses oleh
publik;

menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan kepada
masyarakat dan/atau Pemohon Informasi Publik;

menjamin keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat
dan/atau Pemohon Informasi Publik.

' BAB VIII
WEWENANG PPID

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang :

a.

menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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meminta dan memperoleh informasi dari unit
kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

menentukan atau menetapkan suatu  informasi dapat/tidaknya
diaksces oleh publik.

BAB IX
PETUGAS INFORMASI

Pasal 16

SKPD/BUMD dapat mcnunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung
jawab dan wewenangnya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan
anggaran.

Pasal 17

Petugas Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai
tanggung jawab :

a.

b.

C.

menyiapkan formulir permohonan informasi;
menerima permohonan informasi;
melakukan verifikasi data Pemohon Informasi;

melakukan verifikasi informasi yang diminta;

. registrasi pencatatan permintaan permintaan informasi dalam buku

besar setelah selesai verifikasi;
memproses lebih lanjut ke PPID;

melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi yang
disampaikan ke Pemohon Informasi;

mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan
informasi setiap bulan setiap akhir tahun;

apabila mencrima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib
meneruskan kepada PPID.
BAB X

TATA KERJA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 18

Dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenang pelayanan informasi
publik, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Informasi wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baiik dalam lingkungan



-11-

masing-masing, antar SKFD maupun dengan badan publik lainnya
dengan alur kerja sebagai berikut :

a.

pemohon informasi mengajukan permohonan informasi baik secara
tertulis maupun tidak tertulis kepada PPID;

PPID melalui front desk (sekretariat PPID) mencatat/meregistrasi
permohonan yang diajukan oleh pemohon dan pemohon informasi
mengisi Form yang sudah disediakan oleh PPID untuk selanjutnya
diberikan nomor registrasi;

Bidang Pengelolaan informasi memfilterisasi permohonan yang
diajukan oleh pemohon informasi untuk ditindaklanjuti (informasi
yang dikecualikan atau yang harus disediakan);

Bidang Dokumentasi dan Arsip akan menyiapkan materi jawaban
/dokumen yang diminta pemohon informasi jika informasi tersebut
bukan termasuk informasi dikecualikan sedangkan jika informasi
tersebut merupakan informasi dikecualikan maka akan meyiapkan
bahan atau materi tentang penolekan (keputusan pengecualian dan
penolakan informasi serta data konsekuensi yang akan timbul apabila
informasi dibuka);

Bidang Pelayanan Informasi menyusun materi jawaban permohonan
termasuk informasi dikecualikan;

Meja Informasi akan menyampaikan jawaban permohonan secara
tertulis kepada pemohon atas jawaban disertai dokumen (informasi
publik) dan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik
(informasi dikecualikan);

Apabila Pemohon menganggap informasi yang diperoleh tidak sesuai
dengan yang diharapkan, maka pemohon dapat mengajukan
keberatan kepada atasan FPID schingga terjadi sengketa informasi.

Dalam hal terjadi sengketa informasi Bidang Pengaduan dan
Penyelesaian  Sengketa melakukan upaya untuk menyelesaikan
sengketa;

Jika informasi yang disampaikan oleh Me¢ja Informasi dianggap sudah
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemohon, maka pelayanan
informasi sclesai;

Apabila penyelesaian sengkela yang dilakukan oleh Bidang Pengaduan
dan Penyelesaian Sengketa dianggap belum cukup memuaskan maka
dimintakan mediasi ke Komisi Informasi Provinsi;

Dalam setiap menjalankan tugasnya Meja Informasi dan bidang-
bidang dalam struktur PPID melakukan koordinasi dan konfirmasi
sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
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Pasal 19

(1) Pelayanan Informasi dilakukan berdasarkan pengelompokkan yaitu
informasi yang bersifat publik dan yang dikecualikan.

(2) Informast yang bersilat publik disediakan dan diumumkan secara
berkala, serta merta dan tersedia setiap saat.

(3) Pelayanan informasi yang bersifat publik diumumkan melalui berbagai
bentuk dan media.

(4) Pelayanan Informasi yang dikecualikan tidak diberikan ataupun
diumumkan.

Pasal 20

Alur Pelayanan atas informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 sebagat berikut :

a. pelayanan informasi yang tersedia setiap saatl dilaksanakan atas
permintaan secara tertulis dengan cara sebagai berikut :

1. pemohon informasi mengajukan permohonan secara tertulis i{cpad‘a
PPID; ’

2. PPID melalui Meja Inlormasi menerita permohonan,;

3. Mcja Informasi melakukan registrasi {pencatatan) permchonan
informasi dan pemohon informasi melakukan pengisian registrasi
sesuai dengan formalt yang telah disediakan oleh PPID yang terdiri
dari :

a) nomor Formulir Permohonan Informasi;

b) nama Pemohon Informasi;

¢) alamat Pemohon Informasi ( {fotocopy KTP);

d) nomor Telepon/HP/E-mail;

e) tujuan dari penggunaan informasi;

f) cara memperoleh informasi;

g) cara mendapatkan salinan informasi;

h) tempat dan tanggal permohonan informasi diterima,;

i) nama dan tanda tangan petugas pelayanan informasi (cap
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara);

j) nama dan Tanda tangan pemohon informasi

4, pemberian tanda bukti (nomor permohonan) kepada pemohon
informasi;

5. format permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

b. Alur pelayanan informasi yang tersedia setiap saat atas permohonan
informasi secara tidak tertulis dengan cara sebagai berikut :
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1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan kepada PPID;
2. PPID menerima permohonan informasi;

3. PPID melalui Meja Informasi melakukan registrasi (pencatatan)
permohonan  informasi dan pemohon informasi melakukan
pengisian registrasi sesuai dengan format yang telah disediakan
oleh PPID yang terdiri dari :

a) nomor Formulir Permohonan Informasi;

b) nama Pemohon Inlormasi;

c) alamat Pemohon Informasi (fotocopy KTP);

d) nomor Telepon/HP/E-mail,

¢) tujuan dari penggunaan informasi;

) cara memperolch informasi;

g) cara mendapatkan salinan informasi;

h) tempat dan tanggal permohonan informasi diterima;

i)nama dan tanda tangan petugas pelayanan informasi (cap
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara );

j- nama dan tanda tangan pemohon informasi.

petugas Meja Informasi wajib melakukan konfirmasi kepada
pemohon informasi mengenai kebenaran data pemohon dan
pengguna informasi;

apabila pada saat konlirmasi dilakukan ditemukan ketidaksesuaian
data pemochon dan pengguna maka petugas pelayanan mformas1
berhak untuk tidak melayant permohonan informasi;

6. paling lama dalara waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan
diterima oleh kantor PPID, maka PPID wajib menanggapi
permintaan informasi melalui pemberitahuar tertulis yang meliputi
permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak dan
perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau
ditolak;

7. paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan
diterima oleh kantor PPID, maka PPID wajib menanggapi
permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis yang meliputi
permmtaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak dan
perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau
ditolak;

8. jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan, PPID harus
memberitahukan secara tertulis apakah permintaan informasi dapat
dipenuhi atau tidak;

9. jika permintaan informasi diterima, maka dalam surat
pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan,
format informasi, apakah soft copy atau data tertulis, biaya yang
dibutuhkan;
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10. format pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3
tercantum dalam lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

11.bila  permintaan informasi ditolak, maka dalam surat
pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan;

12. format penolakan permohonan informasi sebagaimana dimaksud
pada angka 11 tercantum dalam lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

13.jika permintaan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan
keberatan kepada Sckretaris Daerah, Komisi Informasi Sulawest
Selatan (selama Komisi Informasi Kabupaten Luwu Utara belum
terbentuk), Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung
sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa; dan

14. format penolakan permohonan informasi sebagaimana dimaksud
pada angka 13 tercantum dalam lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Sekretaris Daerah seclaku atasan PPID  Utama, dan Kepala
SKPD/Lurah/Kepala Desa selaku atasan langsung PPID Pembantu
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
pelaksanaan tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 22

Tata kerja pelayanan informasi mcliputi 4 (empat) Bidang yaitu :
Bidang Pengelolaan Informasi Publik;

Bidang Dockumentasi dan Arsip;

Bidang Pelayanan Informasi Publik; dan

Bidang Pengaduan dan Penyeclesaian Sengketa.

oo

Pasal 23

Uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 meliputi :

a. tugas dan fungsi B%dang Pengelolaan Informasi :

1. tugas Bidang Pengclolaan Informasi vaitu mengolah dan memberi
pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;

2. fungsi Bidang Pengelolaan Informasi yaitu :
a) pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengelolaan
Informasi;
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b} pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
c) inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; dan

d) penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam
rangka memenuhi permohonan informasi.

b. tugas dan fungsi Bidang Dokumentasi dan Arsip :

1.

tugas Bidang Dokumentasi dan Arsip vaitu menyimpan,
mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan
pelayanan informasi kepada publik;

. fungsi Bidang Dokumentasi dan Arsip yaitu :

a) pelaksanaan perencanaan program di Bidang Dokumentasi dan
Arsip;

b} penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan
publik; dan

¢) Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi
publik.

c. tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Informasi :

1.

tugas Bidang Pelayanan Informasi yaitu menyediakan dan/atau
memberikan pelayanan informasi kepada publik;

. Fungsi Bidang Pelayanan Informasi yaitu :

a) Pelaksanaan perencanaan program pelayanan informasi;

b} Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan

¢) Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan
informasi publik.

d. Tugas dan Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :

1. tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi melaksanakan

advokasi penyclesaian sengketa informasi publik;

. Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :

a) pelaksanaan perencanaan program bidang penyelesaian
sengketa informasi;

b) pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian
sengketa informasi;

¢) pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas
pengaduan atau sengketa informasi; dan

d) pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.
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Pasal 24

Advokasi pengaduan dan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi
publik dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-
undangan selaku anggota dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
dengan melakukan koordinasi dengan Ketua Tim dan menyampaikan
kepada Pengarah Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

BAB XI

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 25

(1) Informasi publik di lingkungan Pemcrintah Daerah merupakan
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau
diterima, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan di Daerah.

(2) Informasi publik di lingkungan BUMD merupakan informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima, yang
berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan BUMD di Daerah.

Pasal 26

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok :

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
informasi yang wajib diumumkan secara serta merta,;

informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

. informasi yang dikecualikan.

eoEp

BAB XII

IINFORMAS]I YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMEKAN

SECARA BERKALA

Pasal 27
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
meliputi :
a. informasi tentang profil Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD yang
meliputi :

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan
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fungsi Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD beserta unit-unit
kerja di bawahnya;

2. Struktur organisasi, gambaran umum.

. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang

di jalankan dalam lingkup SKPD/BUMD, terdiri dari :

1.nama program dan kegiatan;

2. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan;

3.target dan/atau capaian program dan kegiatan;

4.jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

S.anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
6.agenda penting terkait pelaksanaan tugas SKPD/BUMD;
7.informasi tentang penerimaan calon pegawai;

. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup SKPD/BUMD;
. ringkasan laporan keuangan;

. ringkasan laporan alkses Informasi Publik, terdiri dari :

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik
sebagian atau seiuruhnya dan permohonan Informasi Publik yang
ditolak; dan

4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik.

informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD, terdiri dari :

1. daftar rancangan peraturan perundang-undangan daerah, yang
sedang dalam proses pembuatan; dan

2. daftar Peraturan Perundang-undangan, yang telah diundangkan.
informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik,
serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa
Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang
dapat dihubungji;

informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan;

informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan/atau jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.,

Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
{1), dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
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BAB XIII

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 28

Pemerintah Daerah/BUMD wajib mengumumkan secara serta
merta, suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum antara lain :

a.informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran
hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik,
wabah dan kejadian luar biasa;

b.informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan
industri atau teknologi, dampak industri, dan pencemaran
lingkungan;

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

d.informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi
sumber penyakit yang berpotensi menular;

e. informast tentahg racun pada bahan makanan yang dikonsumsi
oleh masyarakat; atau

f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan
dipahami oleh masyarakat.

Pasal 29

Pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja dari
Pemerintah Daerah/BUMD  yang  kegiatannya  berpotensi
mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), wajib memiliki
standar pengumuman informasi.

Standar pengumuman informasi qcbagalmana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit meliputi :

a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat
ditimbulkan;

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat
umum maupun pegawai SKPD/BUMD yang menerima izin atau
perjanjian kerja dari SKPD/BUMD tersebut;



-19-

. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;

.tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat

terjadi;

. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

. upaya-upaya yang dilakukan oleh SKPD/BUMD dan/atau pihak-

pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau
dampak yang ditimbulkan.

BAB X1V

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Pasal 30
‘ (1) Setiap SKPD/BUMD wajib menyediakan Informasi Publik setiap
saat, kecuali yang dapat ditolak sebagaimana yang telah ditetapkan
. dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a.

Daftar Informasi Publik, yang memuat :

. nomor;

. ringkasan isi informasi;

. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
. waktu dan tempat pembuatan informasi;

. bentuk informasi yang tersedia; dan

. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

N R LN

informasi tentang peraturan, kcputusan dan/atau kebijakan
Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD;

seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;

informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan
keuangan;

surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnya;

surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah
Daerah/SKPD/BUMD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya,;
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g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau
dikeluarkan bcerikut dokumen pendukungnya, dan laporan
tentang ketaatan pelaksanaan izin yang diberikan;

h. data perbendaharaan atau inventaris;

i. rencana stralegis dan rencana kerja Pemerintah
Daerah/SKPD/BUMD;,

j- agenda kerja pimpinan Pemecrintah Daerah/SKPD/BUMD;

k. informasi mengenai kegiatan peclayanan Informasi Publik yang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik
yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang
menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya,
anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;

1. jumlah, jcnis, dan gambaran umum pelanggaran yang
ditemukan dalam pengawasan  internal  serta laporan
penindakannya;

m. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
Iinformasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat Dberdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

n. informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31, bagi penerima izin dan/atau penerima
perjanjian kerja; dan

o. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum.
BAB XV

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 31
(1) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan
kepentingan umum.

(3) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan
kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa
menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih
besar daripada membukanya atau sebaliknya.
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Mekanisme uji konselauensi untuk menetapkan jenis Informasi yang
dikecualikan diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional

Pelayanan;

Pasal 32

Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID
Pemerintah Daerah/BUMD berdasarkan Pengujian Konsekuensi
secara scksama dan penuh ketelitian berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik
tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan Bupati/Direktur BUMD
yvang bersangkutan.

Pasal 33

Pengklasifikasian [nformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32, ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memuat :

jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan;

identitas pejabat PPID yang menetapkan;

SKPD/BUMD, termasuk unit kerja pejabat yang
menetapkan;

. jangka waktu pengecualian;

alasan pengecualian; dan

tempat dan tanggal penetapan.

o op

i R

Pasal 34

PPID atas persetujuan Bupati /Direktur BUMD yang bersangkutan
dapat mengubah klasifikasi informasi yang dikecualikan.

Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan berdasarkan
Pengujian Konsekucnsi.
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BAB XVI
JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN

Pasal 35

(1} Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30
(tiga puluh) tahun.

(2) Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang
pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 36

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan
diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informas: Publik dapat
membahayakan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan
sclama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan
pertahanan dan keamanan negara.

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkapkan kekayaan alam Indoncsia ditetapkan selama jangka
waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam
Indonesia.

{3) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan
ketahanan ckonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang
dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.

(4) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Inforinasi Publik dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka
waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan
hubungan luar negeri. '
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(5} Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2}, ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan
oleh Bupati/Direktur BUMD yang bersangkutan.

Pasal 38

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila
dibuka dapat mengungkapkaun isi akta otentik yang bersifat pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka
dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka
waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi
seseorang.

(3) Informasi Publik sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dapat dibuka jika :
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan
tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-
jabatan pada Pemerintah Daerah/BUMD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat
antar/intra Pcmerintah  Daerah/BUMD/Satuan Pendidikan yang
berkaitan dengan informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu
pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh
pemohon informasi publik dengan penetapan dari PPID.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu
pengecualian.

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2, tidak
dilakukan, Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik
pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.
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BAB XVII

TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 41

PPID mengklasifikasikan Informasi Publik setelah melaksanakan

pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 avalt (1), scerta setelah mempertimbangkan bahwa dibuka

atau ditutupnya Informasi Publik dapat :

a. memastlikan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara
efektifl dalam pembuatan keputusan yang memiliki dampak
scrius pada publik;

b. memastikan agar masyarakat mendapat informasi mengenai
kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta
upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;

c. memastikan agar pthak yang berwenang bertindak secara adil
terhadap masyarakat;

d. memastikan agar masyarakat tidak mengalami kerugian akibat
penyalahgunaan wewenang; .

e. memastikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Mahusia yang berat
dapat diketahui oleh publik; dan/atau

f. memastikan akuntabilitas Pemerintah Daerah/BUMD.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan
secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis
atas permohonan Informasi Publik. .

Pasal 42

PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi
yang dikecualikan dalam suatu salinan Informasi Publik yang akan
diberikan kepada publik.

PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi
dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk
mengecualikan akses publik terhadap keseluwruhan salinan
Informasi Publik.

Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi,
PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing
hal yang dihitamkan atau dikaburkan.
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BAB XVIII
TATA CARA PELAYANAN KEBERATAN
Pasal 43

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan apabila
ditemukannya alasan sebagai berikut :

a. penolakan alas permohonan Informasi Publik;
b. tidak disediakannya informasi berkala;
c. tidak ditanggapinya permohonan [Informasi Publik;

d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana
yang diminta;

e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan
hukum.

BAB XIX

REGISTRASI KEBERATAN

Pasal 44

Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir
keberatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah/BUMD
bersangkutan.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak
tertulis, PPID wajib membantu Pcmohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk
mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor
registrasi pengajuan keberatan.

Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat :

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
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b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;
c. tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan;

e. identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan bila ada;

f. alasan pengajuan keberatan;
g. kasus posisi permohonan Informasi Pubiik;

h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh
petugas;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan; dan

j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan
keberatan.

PPID wajib mecmberikan salinan formulir keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepada Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima
pengajuan keberatan.

Format formulir keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3),
berlaku pula dalam hal Badan Publik menyediakan sarana
pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal 45

PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam buku register
keberatan.

Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sckurang-kurangnya memuat :

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
b. nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik;

c. identitas  lengkap Pemohon Informasi Publik dan/atau
kuasanya yang mengajukan keberatan;

d. Informasi Publik yang diminta;
€. tujuan penggunaan informasi;

f. alasan pengajuan keberatan;
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g. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh
petugas;

h. nama dan posisi Atasan PPID;

i. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan;

j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan
keberatan;

k. keputusan atas keberatan; dan
l. keputusan pemohon Informasi Publik atas keputusan Atasan
PPID.
BAB XX

TANGGAPAN DAN KEBERATAN

Pasal 46

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan
tertulis yang disampaikan kepada pemohon Informasi Publik yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan
terschut dalam buku register keberatan.

Keputusan tertulis schagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit memuat :

a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. Nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang
diajukan;

d.Perintah atasan PPID kepada PPID untuk memberikan sebagian
atau seluruh Informasi Publik yang diminta dalam hal keberatan
diterima; dan

e. Jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada
huruf (d).

PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, pada saat ditetapkannya keputusan
tertulis tersebut.
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Pasal 47
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang
menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID
dapat mengajukan permohonan penyclesaian sengketa Informasi Publik

kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya keputusan atasan PPID,

BAB XXI
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
Pasal 48
(1) PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi.
(2) Bagian Hukum mempersiapkan kajian dan pertimbangan hukum.
(3) Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi,
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, maka Bagian .
Hukum melakukan pendampingan hukum untuk menyelesaikan
sengketa informasi.
(4) Hasil keputusan scngketa informasi di tingkat Komisi Informasi,
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung disampaikan
oleh Bagian hukum kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

untuk ditindaklanjuti oleh PPID sesuai peruntukannya.

(5) Hasil tindak lanjut keputusan sengketa informasi didokumentasikan
secara baik.

Pasal 49

Perhitungan waktu penyelesaian sengketa informasi dimulai segjak surat
permohonan diterima oleh PPID.

BAB XXII

PELAPORAN

Pasal 50

Setiap Tahun PPID wajib melaporkan:
a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
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b. waktu yang diperlukan dalam memcenuhi setiap permintaan
informasti;

c. jumlah pemberian dan penolakan informasi; dan/atau

d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 51

(1) PPID pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(2) Direktur BUMD wajib menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50, kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 52

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XXI1

PENDANAAN

Pasal 53

{1) Biaya operasional pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOXUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMKAB LUWU UTARA

TIM
ATASAN PPPID PERTIMBANGAN
PELAYANAN
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PUBLIK;
PPID UTAMA
Bidang Bidang Bidang Bidang Pengaduan
Pengelolaan Dokumentasi Pelayanan dan Penyclesaian
Informasi dan Arsip Informasi Sengketa Informasi
Publik
Pendokumentasian Front Desk/ Pengaduan dan
Pengumpulan dan Pengarsipan Meia Informasi Penyelesaian
Publikasi Sengketa Informast
Informasi dan
Dokumentasi

PPID PEMBANTU
Sekretaris SKPD/Badan/Kanter di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
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B. STRUKTUR PPID PEMBANTU PADA SKPD/BADAN/KANTOR/BUMD DI
LINGKUNGAN PEMKAB LUWU UTARA

ATASAN PPID PEMBANTU

PPID

Petugas Pelayanan
Informasi Publik

PARAF KOORDINASI

BUPATI LUWU UTARA,%

SEKDA br
ASISTEN 1
KABAG HUKUM YP
KASUBAG b
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)
(nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimile, email jika ada)
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (diisi petugas)* @ ........cccciiinanann.
Nama D RN Tt et e e g sk oot R R
Alamat 3 S it S R AT SRR s SRR Se N N eR s e S e R
Rincian informasi yang ibONean: [ ...iiicocoeseissmssasons asthsndnb il veo st OnNUEIIT, Sus o ol sun Sasiie foovaBads

Tujuan penggunaan Informasi L T o e T .

Cara memperoleh informasi [] : 1. melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
i mendapatkan salinan informasi(hardcopy/softcopy)***
Cara mendapatkan salinan informasi** [] 1. mengambil langsung
] 2. kurir
[l 3. pos
[0 4. email
[] 5. Faksimile
‘Bangpall; it s ( tanggal, bulan dan tahun)
Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan)
(i e e . ) B e e e e e )
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan

* oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
** pilih salah satu dengan memberi tanda(V)

*** coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI BUPATI LUWU UTARA,}’
SEKDA

ASISTEN 'ﬂ ﬂ ;
S




LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
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nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimile, email jika ada)

PEMBERITAHUAN TERTULIS

bulan .... tahun ...... dengan nomor

DERGEEIALEE % o s e s G A s T w e ah s
Kami menyampaikan kepada Saudara/i
DR =~ N B e v Wi e AR A P SOOI v e
R o L TR Tl -, o A E
No. Telp/E-Mail s s e R e e e T e s sl sraie
Pemberitahuan sebagai berikut :
A. Informasi dapat diberikan
No. | Hal-hal Terkait Informasi Publik Keterangan
1 | Penguasaan Informasi Publik** Kami Badan Publik yang lain, yaitu ........................
2 | Bentuk fisik yang tersedia ** Softcopy (termasuk rekaman)
Hardcopy/salinan tertulis
3 Biaya yang dibutuhkan *** Penyalinan Rp ... x....(jml lembaran) =Rp ...
Pengiriman TR T
Lain-lain T
Jumlah BB vennae
4 | Waktu penyediaan
5 | Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon ****

B. Informasi tidak dapat diberikan karena : **
Informasi yang diminta belum dikuasai
Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu

*kokok k

......

PARAF KOORDINASI

SEKDA

ASISTEN

3

WARAC HIIKIIM

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)

Nama dan Tanda Tangan

BUPARI LUWU UTARA,
T N



